BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka
peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi
perkawinan diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam
yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan
Agama. Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya harus
mendapatkan izin dari pengadilan setempat. Khusus yang beragama Islam,
pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua
sebagai pemohon.

2. Dampak yang nantinya timbul akibat perkawinan dibawah umur sebagaimana
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur; Pernikahan
di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya
angka kematian ibu bayi, dan anak;

Secara medis penelitian menunjukan bahwa perempuan yang menikah
usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam
kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti

terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” serta tidak adanya keharmonisan
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dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekcokan,
cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri,
kekurangnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran
anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan
lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan
sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya

pertengkaran dalam keluarga.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka
peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pernikahan sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada, dan sebisa mungkin untuk menghindari
pernikahan diusia dini, karena potensi keretakan rumah tangga bisa saja terjadi
karena kurangnya kematangan baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun
kematangan emosional.

2. Orang tua yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya,
kelak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan agar dilakukan dengan
arif dan bijaksana berdasarkan ketentuan hokum dan ajaran Islam demi
mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti.

3. Orang tua perlu mendidik anak dalam perkembangan anak dan pemerintah

hendaknya memasukkan pendidikan seks di dalam kurikulum pendidikan.
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